Menimbang

Mengingat

SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 253 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOTA ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota
Administrasi;

=
2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikszan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangar Negara;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai bukota Negara Kesaiuan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuksn
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentarg Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Penataan
Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan lingkup tugasnya:;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
operasional pengendalian dan pemantauan fasilitas sosial, fasilitas
umum serta pemanfaatan ruang bangunan serta pemecahan
masalah proyek pembangunan fisik;

d. menyusun bahan kebijakan operasional pengendalian dan
pemantauan fasilitas sosial, fasilitas umum serta pemanfaatan
ruang bangunan serta pemecahan masalah proyek pembangunan

fisik;
e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan

operasional pengendalian dan pemantauan pembangunan dan
pemanfaatan ruang dan fasilitas sosial serta fasilitas umum;

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan, pemanfaatan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional pengendalian dan
pemantauan pembangunan dan pemanfaatan fasilitas sosial serta
fasilitas umum

g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan
informasi pelaksanaan kebijakan operasional pengendalian dan

pemantauan pembangunan dan pemanfaatan fasilitas sosial serta
fasilitas umum;

h. melaksanakan pembinaan di bidang pengendalian dan
pemantauan pembangunan dan pemanfaatan fasilitas sosial serta
fasilitas umum;

i. menyiapkan bahan laporan kegiatan penyelenggaraan operasional
di bidang pengendalian dan pemantauan pembangunan serta
pemanfaatan fasilitas sosial serta fasilitas umum;

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Pengendalian, Pemantauan dan Pemanfaatan Ruang
Bangunan.

Pasal 51

Subbagian Kebersihan dan Lingkungan Hidup merupakan Satuan
Kerja Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup dalam
pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional serta
pengoordinasian, pengendalian, pemantauar dan evaluasi kebersihan
dan lingkungan hidup.

Subbagian Kebersihan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.

(3) Subbagian Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup sesuai
dengan lingkup tugasnya;
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melaksanakan rencana strategis dan dokumen Pelaksanaan

Anggaran Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup sesuai
dengan lingkup tugasnya;

menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
operasional kebersihan (teknik penyehatan kualitas kebersihan).
pertamanan, pemakaman, sanitasi dan pencemaran;

menyusun bahan kebijakan operasional kebersihan (teknik
penyehatan kualitas kebersihan), pertamanan, pemakaman,
sanitasi dan pencemaran; '

melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional kebersihan (teknik penyehatan kualitas kebersihan),
pertamanan, pemakaman, sanitasi dan pencemaran;

melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan operasional kebersihan (teknik penyehatan
kualitas kebersihan), pertamanan, pemakaman, sanitasi dan
pencemaran;

melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kebersihan, Suku
Dinas Pemakaman, Suku Dinas Pertamanan dan Kantor
Lingkungan Hidup;

melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan dan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kebersihan, Suku Dinas Pemakaman, Suku Dinas
Pertamanan dan Kantor Lingkungan Hidup;

menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan
informasi pelaksanaan kebijakan operasional kebersihan (teknik
penyehatan kualitas kebersihan), pertamanan, pemakaman.
sanitasi dan pencemaran;

mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis. rencana
kerja dan anggaran Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup:

mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, kinerja
dan akuntabilitas Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

Asisten Kesejahteraan Rakyat

Pasal 52

Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris
Kota dalam :

a.

b.

memimpin  pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi
kesejahteraan sosial serta pendidikan dan mental spiritual:

mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
operasional sosial, pendidikan dasar, pendidikan menengah.
kesehatan masyarakat, olahraga dan pemuda, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
keluarga berencana serta perpustakaan dan arsip;

mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas dan Kantor Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
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d. memantau, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas dan Kantor Bidang
Kesejahteraan Masyarakat;

€. memantau dan mengendalikan pelaksanaan dokumen pelaksanaan

anggaran Suku Dinas dan Kantor Bidang Kesejahteraan
Masyarakat;

f. memantau, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa di bidang kesehatan
dan sosial; dan

g. mengoordinasikan dan membina lembaga dan kegiatan mental
spiritual.

Asisten Kesejahteraan Rakyat menyampaikan laporan kepada
Sekretaris Kota atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 53

Asisten Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan :

@*0o0TY

(1)

(1)

Suku Dinas Sosial Kota Administrasi:

Suku Dinas Pendidikan Wilayah | dan Il Kota Administrasi:

Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi;

Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi;

Kantor Permberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi;
Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi; dan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi.

Bagian Kesejahteraan Sosial
Pasal 54

Bagian Kesejahteraan Sosial merupakan Unit Kerja Kota Administrasi
dalam pelaksanaan perumusan kebijakan operasional serta
pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi sosial.
kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana.

Bagian Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh ssorang Kepala Bagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten
Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 55

Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian, pengendalian.
pemantauan dan evaluasi sosial, kesehatan masyarakat.
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak serta keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;.
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b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan

anggaran Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
operasional sosial, kesehatan masyarakat, pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta
keluarga berencana;

d. penyusunan kebijakan operasional sosial, kesehatan masyarakat,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak serta keluarga berencana;

e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional sosial.
kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana;

f. pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
operasional sosial, kesehatan masyarakat, pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta
keluarga berencana;

g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Sosial.
Suku Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan dan Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi;

h. pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Sosial.
Suku Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan dan Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bagian Kesejahteraan Sosial.

Pasal 56

Subbagian Kesehatan merupakan Satuan Kerja Bagian Kesejahteraan
Sosial dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional

serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
kesehatan.

Subbagian Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Kesejahteraan Sosial.

Subbagian Kesehatan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Kesejahteran Sosial sesuai dengan lingkup
tugasnya,;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan

anggaran Bagian Kesejahteran Sosial sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
operasional kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

d. menyusun bahan kebijakan operasional kesechatan masyarakat dan
keluarga berencana;

e. melaksanakan Kkegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional kesehatan masyarakat dan keluarga berencana,
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f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan masyarakat dan
keluarga berencana;

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas
Kesehatan dan Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi:

h. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan.
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku

Dinas Kesehatan dan Kantor Keluarga Berencana Kota
Administrasi;

i. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga
dan masyarakat dalam rangka pembinaan dan peningkatan derajat
kesehatan dan keluarga berencana;

j.  menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan
informasi  pelaksanaan  kebijakan  operasional kesehatan
masyarakat dan keluarga berencana;

k. melaksanakan koordinasi penanggulangan kejadian luar biasa; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Kesehatan.

Pasal 57

Subbagian Sosial merupakan Satuan Kerja Bagian Kesejahteraan
Sosial dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional
serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
kesejahteraan sosial.

Subbagian Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Kesejahteraan Sosial.

Subbagian Sosial mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan

anggaran Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
operasional kesejahteraan sosial,

d. menyusun bahan kebijakan operasional kesejahteraan sosial;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional kesejahteraan sosial,

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan operasional kesejahteraan sosial,

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Sosial;

h. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Sosial;
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i. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga

dan masyarakat dalam rangka pembinaan dan peningkatan derajat
kesejahteraan sosial;

I menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan
informasi pelaksanaan kebijakan operasional kesejahteraan sosial:

k. melaksanakan koordinasi penanggulangan permasalahan
kesejahteraan sosial; dan

|. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Sosial.

Pasal 58

Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan merupakan
Satuan Kerja Bagian Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan
kegiatan perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian.
pengendalian, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat
dan perempuan serta perlindungan anak.

Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial.

Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mempunyéi
tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan

anggaran Bagian Kesejahteran Sosial sesuai dengan lingkup
tugasnya,

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan

anggaran Bagian Kesejahteran Sosial sesuai dengan lingkup
lugasnya,;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
operasional pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta
perlindungan anak;

d. menyusun bahan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat
dan perempuan serta perlindungan anak;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta
perlindungan anak;

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat dan
perempuan serta perlindungan anak;

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;

h. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan,;

i. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait. lembaga
dan masyarakat dalam rangka pembinaan dan peningkatan

pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan
anak;
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j. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan
informasi pelaksanaan kebijakan operasional pemberdayaan
masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;

k. melaksanakan koordinasi penanggulangan permasalahan perempuan
dan anak;

I. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana stategis dan
rencana kerja dan anggaran Bagian Kesejahteraan Sosial;

m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan kinerja
dan akuntabilitas Bagian Kesejahteraan Sosial; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual
Pasal 59

Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual merupakan Unit Kerja Kota
Administrasi  Kesejahteraan  Masyarakat dalam  pelaksanaan
perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian, pemantauan
dan evaluasi pendidikan, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan
arsip serta mental spiritual.

Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Asisten Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 60

Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian, pemantauar,

dan evaluasi pendidikan, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan
arsip serta mental spiritual.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual,

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Pendidikan dan Mental Sgiritual;

c. penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
operasional pendidikan dasar, pendidikan menengah. olahraga dan
pemuda, perpustakaan dan arsip serta mental spiritual;

d. penyusunan bahan kebijakan operasional pendidikan dasar.

pendidikan menengah, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan
arsip serta mental spiritual;

e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional pendidikan
dasar, pendidikan menengah, olahraga dan pemuda, perpustakaan
dan arsip serta mental spiritual;

f. pengendalian, pemantauan dan evaluasi pendidikan dasar,
pendidikan menengah, olahraga dan pernuda, perpustakaan dan
arsip serta mental spiritual;
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g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas
Pendidikan Wilayah | dan Il, Suku Dinas Olahraga dan Pemuda
serta Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi:

h. pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan
Wilayah | dan Il, Suku Dinas Olahraga dan Pemuda serta Kantor
Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi;

i. pelaksanaan kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengembangan
mental spiritual;

j. pelaksanaan fasilitasi lembaga mental spiritual; dan

K. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual.

Pasal 61

Subbagian Pendidikan dan Perpustakaan merupakan Satuan Kerja
Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual dalam pelaksanaan kegiatan
perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi pendidikan dasar, pendidikan
menengah serta perpustakaan dan arsip.

Subbagian Pendidikan dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual.

Subbagian Pendidikan dan Perpustakaan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan

anggaran Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan

anggaran Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
operasional pendidikan dasar, pendidikan menengah serta
perpustakaan dan arsip;

d. menyusun bahan kebijakan operasional pendidikan dasar.
pendidikan menengah serta perpustakaan dan arsip;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional pendidikan dasar, pendidikan menengah serta
perpustakaan dan arsip;

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan operasional pendidikan dasar, pendidikan
menengah serta perpustakaan dan arsip;

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas
Pendidikan Pendidikan Wilayah | dan Il serta Kantor Perpustakaan
dan Arsip Kota Administrasi;

h. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan

Wilayah | dan Il serta Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota
Administrasi;
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I. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan
informasi pelaksanaan kebijakan operasional pendidikan dasar,
pendidikan menengah serta perpustakaan dan arsip; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Pendidikan dan Perpustakaan.
Pasal 62

Subbagian Mental Spiritual merupakan Satuan Kerja Bagian
Pendidikan dan Mental Spiritual dalam pelaksanaan perumusan
kebijakan operasional serta pengoordinasian, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi kegiatan mental spiritual.

Subbagian Mental Spiritual dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual.

Subbagian Mental Spiritual mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
operasional kegiatan mental spiritual;

d. menyusun bahan kebijakan operasional kegiatan mental spiritual;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional kegiatan mental spiritual,

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan operasional kegiatan mental spiritual;

g. melaksanakan kegiatan pendataan serta mengusulkan bantuan
untuk tempat-tempat kegiatan keagamaan;

h. meneliti dan menyiapkan bahan rekomendasi perizinan
pembangunan tempat-tempat ibadah;

i. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait dalam

upaya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan mental
spiritual;

j. melaksanakan kegiatan pembinaan umat beragama/tokoh agama/

ulama maupun lembaga keagamaan dalam upaya meningkatkan
kegiatan mental spiritual;

k. melaksanakan kegiatan pendataan lembaga yang mengelola
kegiatan mental spiritual,

I. melaksanakan kegiatan fasilitasi lembaga mental spiritual;

m. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan

informasi pelaksanaan kebijakan operasional kegiatan mental
spiritual; dan

n. tmelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Mental Spiritual.
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Pasal 63

(1) Subbagian Olahraga dan Pemuda merupakan Satuan Kerja Bagian

(2)

()

(1)

Pendidikan dan Mental Spiritual dalam pelaksanaan kegiatan
perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi Olahraga dan Kepemudaan.

Subbagian Olahraga dan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawat dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual.

Subbagian Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai dengan
lingkup tugasnya,

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan

anggaran Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. menyusun bagian pendidikan dan mental spiritual sesuai dengan
lingkup tugasnya rencana kerja dan anggaran dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual
sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Pendidikan
dan Mental Spiritual sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
operasional olahraga dan kepemudaan;

d. menyusun bahan kebijakan operasional olahraga dan
kepemudaan;

e. melaksanakan Kkegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional olahraga dan kepemudaan;

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan operasional olahraga dan kepemudaan:

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas
Olahraga dan Pemuda;

h. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Olahraga
dan Pemuda;

i. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan
informasi pelaksanaan kebijakan operasional olahraga dan
kepemudaan;

j. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual;

k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan. kinerja
dan akuntabilitas Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual; dan

|. melaporkan dan mempertanggungjawatkan pelaksanaan tugas
Subbagian Olahraga dan Pemuda.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 64

Kota Administrasi dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
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Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi
Struktural Kota Administrasi.

Pasal 65

Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional, dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional Kota Administrasi.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diangkat oleh Walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Kota
Administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Inspektorat Pembantu Kota
Pasal 66

Inspektorat Pembantu Kota merupakan Unit Kerja Inspektorat sebagai
pelaksana dan perangkat pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan
pengawasan pemerintahan di wilayah Kota, Kecamatan dan
Kelurahan, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Kota yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan
secara operasional berkoordinasi dengan Walikota.

Walikota dapat meminta Inspektorat Pembantu Kota untuk

melaksanakan pengawasan terhadap perangkat pada Kota
Administrasi.

Inspektur Pembantu Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
atas usul Inspektur dengan pertimbangan dari Walikota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kantor Perencanaan Pembangunan Kota
Pasal 67

Kantor Perencanaan Pembangunan Kota merupakan Unit Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pelaksana dan
perangkat pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan perumusan dan
pengoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan
dan program serta penganggaran SKPD/UKPD pada Kot
Administrasi serta melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan Kota Administrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor
yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanazn

Pembangunan Daerah dan secara operasional berkoordinasi dengan
Walikota.
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Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungs
Kantor Perencanaan Pembangunan Kota untuk teknis dan
administrasi disampaikan Kepala Kantor kepada Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan untuk operasional
disampaikan Kepala Kantor kepada Walikota.

Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan pertimbangan dari Walikota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Suku Dinas
Pasal 68

Suku Dinas merupakan Unit Kerja Dinas sebagai pelaksana dan
perangkat pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan tugas teknis
dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan
fungsinya, dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara
teknis dan administrasi berkedudukan dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas masing-masing dan secara operasional berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas, secara teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala
Suku Dinas kepada Kepala Dinas masing-masing dan secara
operasional disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Walikota.

Kepala Suku Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas
usul Kepala Dinas masing-masing dengan pertimbangan Walikota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Kantor
Pasal 69

Kantor merupakan Unit Kerja Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk
Badan sebagai pelaksana dan perangkat pada Kota Administrasi
dalam pelaksana tugas teknis dan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dipimpin oleh
seorang kepala Kantor yang secara teknis dan administrasi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan masing-masing dan secara operasional berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Kantor secara teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Kantor
kepada Kepala Badan masing-masing dan secara operasional
disampaikan oleh Kepala Kantor kepada Walikota.

Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul
Kepala Badan masing-masing dengan pertimbangan Walikota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keempatbelas
Kantor PTSP Kota
Pasal 70

(1) Kantor PTSP Kota merupakan Unit Kerja Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sebagai pelaksana dan perangkat pada Kota Administrasi
dalam pelaksanaan di Kota Administrasi, Kantor PTSP Kota dipimpin
oleh seorang Kepala Kantor PTSP Kota yang secara teknis dan
administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta secara taktis

operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepaca
Walikota.

(2) Kepala Kantor PTSP Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
atas usul Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan

pertimbangan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas
Kantor Penanggulangan Bencana Kota
Pasal 71

(1) Kantor Penanggulangan Bencana Kota merupakan bagian dari BPBD
yang secara teknis administrasi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BPBD serta secara taktis
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Pelaksana BPBD, Kantor Penanggulangan Bencana Kota dipimpin
oleh seorang Kepala yang ex officio dijabat oleh Walikota.

(2) Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Kota merupakan bagian
dari Kantor Penanggulangan Bencana Kota sebagai Unit Kerja
Pelaksana BPBD yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Kantor
Penanggulangan Bencana Kota yang secara teknis administrasi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pelaksana BPBD dan secara taktis operasional berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor
Penanggulangan Bencana Kota.

Bagian Keenambelas
Satpol PP Kota Administrasi
Pasal 72

(1) Satpol PP Kota Administrasi merupakan Unit Kerja Satpol PP sebagai
pelaksana dan perangkat pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan
operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban dalam rangka
penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan
lainnya serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Administrasi.
dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP Kota Administrasi yang
secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP ¢an secara operasional
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawat kepada Walikota.
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Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Satpol PP Kota Administrasi secara teknis dan administrasi
disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kota Administrasi kepada Kepala
Satpol PP dan secara operasional disampaikan oleh Kepala Satpol PP
Kota Administrasi kepada Walikota.

Kepala Satpol PP Kota Administrasi diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur atas usul Kepala Satpol PP dengan pertimbangan Walikota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuhbelas
Kecamatan
Pasal 73

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah di bawah Kota Administrasi
dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilimpahkan darn
Gubernur dan mengoordinasikan tugas Pemerintah Daerah, dipimpin
oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota/Bupati melalui Sekretaris Kota Administrasi.

Dalam  melaksanakan tugas dan  fungsinya, Kecamatan
dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Camat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Walikota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapanbelas

Kelurahan

Pasal 74
Kelurahan merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan dalam
pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur dan
mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di wilayah

Kelurahan, dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawih
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan
oleh Asisten Pemerintahan.

Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan
pendelegasian wewenang dari Gubernur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kota Administrasi wajib taat
dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Walikota mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/
UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka

meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan
fungsi Kota Administrasi.

Pasal 76

Seluruh Pejabat Struktural, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan
pegawai pada Kota Administrasi dalam melaksanakan tugasnya wajib
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan
prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi.

Pasal 77

(1) Seluruh Pejabat Struktural dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional
pada Kota Administrasi wajib memimpin, mengoordinasikan,
mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk

pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-
masing.

(2) Seluruh Pejabat Struktural, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan
pegawai pada Kota Administrasi wajib mengikuti dan mematunhi
perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Seluruh Pejabat Struktural dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada
Kota Administrasi wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang
diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

(1) Seluruh Pejabat Struktural, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan
pegawai pada Kota Administrasi wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 80

(1) Walikota, karena kedudukannya sebagai pirmpinan pemerintahan Kota
Administrasi berwenang melakukan perilaian Sasaran Kineria
Pegawai (SKP) terhadap Inspektur Pembantu Kota, Kepala Kantor
Perencanaan Pembangunan Kota, Kepala Suku Dinas, Kepala Kantor.
Kepala Kantor PTSP Kota, Pelaksana Kantor Penangulangan
Bencana Kota dan Kepala Satpol PP Kota Administrasi.
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Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi nilai yang dicantumkan oleh pejabat penilai Inspektur
Pembantu Kota, Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota,
Kepala Suku Dinas, Kepala Kantor, Kepala Kantor PTSP Kota.
Pelaksana Kantor Penangulangan Bencana Kota dan Kepala Satpol
PP Kota Administrasi dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perubahan terhadap hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memperoleh izin tertulis dari Walikota.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 81

Pegawai Negeri Sipil pada Kota Administrasi merupakan Pegawai
Aparatur Sipil Negara terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Kota Administrasi
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro
Organisasi dan RB.

BAB VI

KEUANGAN
Pasal 82

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 83

Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kota
Administrasi merupakan Pendapatan Daerah.

Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB VII

ASET

Pasal 84

Aset yang dipergunakan oleh Kota Administrasi sebagai prasarana
dan sarana kerja merupakan aset Daerah dengan status kekayaan
daerah yang tidak dipisahkan.



53

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik
negara/daerah.

Pasal 85

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Kota Administrasi
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian
hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan Penerimaan
Barang Daerah.

(2) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara

Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset
Daerah.

BAB VIl
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 86

(1) Kota Administrasi menyusun dan menyampaikan laporan berkala
tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi
laporan :

kepegawaian;
keuangan;
kinerja;

barang;
akuntabilitas; dan
kegiatan.

~® 000D

Pasal 87

Dalam rangka akuntabilitas Kota Administrasi mengembangkan Sistem

Pengendalian Internal sebagai bagian sistem pengendalian internal Kota
Administrasi.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 88
Pengawasan terhadap Kota Administrasi dilaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah.
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BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 89

Formasi Jabatan dan (kebutuhan peralatan kerja)Kota Administrasi diatur
dengan Keputusan Gubernur, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
keuangan daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 90

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 222 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota
Administrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

. BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62126

Salipan.sesuai dengan aslinya
KEPALA: BJR@HUPI;UM SEKRETARIAT DAERAH
PROVlNSI/IKE@H KEUSUS IBUKOTA JAKARTA,

JAYA RAYA
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